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To have the statusf a well-known mark, a brangkquires a lot of effort and time, even after
the brand has the stataga well-knownmark, more efforts are still needed to legally pobt
the well-knownmarks. Trademark infringement is a problem theatsbeen rampant and is
highly avoided by trademark owner, especially vkelbwn mark, because the consequences
of trademark infringement can be detrimental to wedl-known mark owners themselves.
This research usasormative researcimethods. The resultsf thestudy showthat legal
remedies that cabe taken by well-knowmmark owners are to file a claim for compensation
and a lawsuifor cancellationor deletionof a mark to the Commerciaourt, but the owner

of awell-known mark does not necessarily receive anefof the value of the loss according

to the loss.
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PENDAHULUAN

Merek mempunyai nilai yang tinggi secara komerdeh sangat sering menjadi alasan
suatu produk memiliki nilai jual yang tinggi jugatikan sangat mungkin merek menjadi
lebih bernilai dibandingkan dengan usaha itu seéhdiHal tersebut membuat persaingan

bisnis semakin ketat, sehingga para pelaku biska: derdorong mencari strategi untuk

! RichardBurton SimatupangAspekHukum Dalam Bisnis (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2012), 86
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memasarkan produk mereka. Dimana salah satunyaahaddéngan memanfaatkan
terkenalnya merek yang mereka miliki untuk bisaguiglalam persaingan bisnfs.

Supaya merek yang dimiliki dapat menjadi saranaaguemenangkan persaingan yang
ketat ini, maka adalah wajar jika pelaku bisnisukerinvestasi dalam komersial mereknya.
Dengan meningkatkan reputasi produk melalui mgraka pelaku bisnis akan terhindar dari
sulitnya persaingan bisnisnya. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya
menguntungkan bagi pemegang hak, tetapi juga measotpara senirupawan agar dapat
mengembangkan daya cipta dan kreativitasnya. Swaiduk yang tidak bermerek tidak
dikenal oleh konsumen. Oleh karenanya, produk nmh&dusen-produsen akan diberikan
merek. Bahkan sangat dimungkinkan merek yang sudldnal oleh rakyat luas karena
kualitas produk yang dipasarkannya, memiliki pilptkak yang mengikuti, menyalin,
membajak dan memalsukan merek tersebut dengarabereiakukan persaingan curahg.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 rigniderek dan Indikasi
Geografis (UU MIG) yang pada pokoknya memberikanjgdasan bahwa merek adalah
sebuah tanda yang mencirikan perbedaan pada suatangb dan/atau jasa yang
diperdagangkan. Berdasarkan pengertian diatas,knmeesniliki peran besar dalam dunia
marketing karena masyarakat sering menghubungkambkegambar, bentuk, kualitas atau
reputasi barang dan jasa dengan merek tertentinggehtidak jarang suatu merek memiliki
nilai yang lebih besar dibandingkan dengan asemnatadari perusahaan pemilik merek
tersebuf. Pada umumnya dibelinya suatu produk oleh konsudikmat dari mereknya
karena merek itu telah diketahui reputasinya. Mak@abila ada perusahaan yang
menggunakan merek perusahaan lain, maka para kensakan merasa telah ditipu karena
telah membeli produk dengan kualitas yang lebillaén

Membuat sebuah merek yang terkenal akan sangatdsuli butuh waktu yang cukup
lama, belum lagi diperlukan biaya yang besar. Mdsgkenal merupakan salah satu aset

utama perusahaan. Namun di sisi lain, terkenalmslauagh merek akan mengundang

2 Budi Agus Riswandi, ShabMahmashani,Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat
Kreatif, (Yogyakarta : Total Media, 2011), 87

% Baskorc Suryc Banindro,ImplementasHak Kekayaan Intelektua(Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2015), 1

* ErmaWahyuni, T. SaifulBahri, Hessel Nogi, Tangkilisan Kebijakan danManajemen Hukum Merek
(Yogyakarta : YPAPI, 2011), 3

® Tim Lindsey, EddyDaiman, Simon Butt, Tomi Suryo Utomblak Kekayaanintelektual(Bandung : P.T.

Alumni 2011), 131
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produsen lain yang memiliki niat tidak baik untukémbajak” atau menirunya. Upaya
pencegahan pemakaian merek oleh pihak lain sahgp#ating dilakukan oleh pemilik
merek. Sehubungan dengan perlindungan merek, pardag dalam suatu negara tidak akan
berkembang jika merek tidak dilindungi dengan huliang memadai. Tidak hanya pemilik
merek, pelanggaran merek juga akan merugikan marsukner?.

Perbuatan pelanggaran merek akan membuat konsuerpikib merasa merek yang
telah dipercayainya mengalami penurunan mutu akieatalsuan dan peniruan merek yang
terjadi, sehingga dapat mempengaruhi perkembargaromi di Indonesia.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, gemdlakukan analisis dengan judul
“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal TenhaBalanggaran Merek Untuk
Membangun Kepastian Dalam Kegiatan Perdaganganddnksia”

Rumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat adalah:
1. Bagaimanakalpengaturan perlindungan hukusrhadap mereterkenal di
Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi aturan hukum merek dafaya hukum pemilik merek

terkenal terhadap pelanggaran merek?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatife Tegnelitian Tipe penelitian
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengamgeeu kepada norma-norma hukum yang

terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan ydagibe
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertiammerek dalam Pasdlangka 1UU MIG adalahtandayang dapat
ditampilkan secargrafis berupagambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2(dua) dimensdan/atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram,
atau kombinasdari2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

®Achmad Dwi Saputra, Hak Merek (Publikasi 10 Mei 2016),

https://www.academia.edu/32241170/HAK_MEREK
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dan/atau jasayang diproduksi oleh orang atau baddrukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.

Terkait perlindungan kepada pemegang merek, pilaak) yebih dulu mendaftarkan
mereknya akan menjadi pemilik sah dari merek tensetang dapat dibuktikan dengan
diberikannya hak atas merek. Hal tersebut sesusjase ketentuan Pasal 3 UU MIG
yang menyatakan bahwa hak atas merek diperolelalseterek tersebut terdaftar, yang
mana dikenal juga sebagai afies to file,

Suatu merek harus menghindari unsur persamaanasé&esgeluruhan atau pada
pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pa6aldan Pas®1 UU MIG yang
menyebutkan bahwa merek dapat didaftarkan dengamatstydak bertentangan dengan
ideologi, kesusilaan dan perundang-undang, tidakyesatkan masyarakat, sesuai
dengan kualitas, mempunyai daya pembeda, dan bidedsal dari nama atau lambang
umum. Kemudian merek yang dimohonkan tidak bolemmiiii@ persamaan dengan
merek terdaftar lainnya, tidak menyerupai orandseteal, diajukan dengan beritikad
tidak baik.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila terdapatarpeesn pada pokoknya atau
keseluruhan antara merek yang baru akan didaftaitkagan merek yang sebelumnya
sudah terdaftar, maka merek tersebut dapat diakakdiajukan pembatalan merek.

Persamaan pada pokoknya sendiri adalah terdapat ysisg sama atau mirip antara
Merek satu dengan Merek lainnya sehingga memuncld&aan adanya persamaan atau
kemiripan baik dari bentuk, posisi, tulisan ataumkmasi diantara itu, termasuk
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Mesbotd.

KemudianO.K. Saidin memberikan definisi terkait “persamameauapokoknya”, hal
mana persamaapada pokoknya merupakakemiriparnyang disebabkaalehadanya
unsur-unsur yargienonjolantaramerekyang satu danmereklainnya, yanglapat
menimbulkarkesanadanygpersamaabaik mengenabentuk, carapenempatan,
cara penulisan, carapenulisanatau kombinasiantara unsur-unsurataupun

persamaaanbunyi ucapan yang terdapatialammerektersebut.

" Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectRabperty Rights),(Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2013), 359
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Pendaftaran merek yang ditolak karena mempunyaapean pada pokoknya atau
keseluruhan dengan merek lainnya atau bahkan Mer&knal, produk yang setipe,
dilakukan dengan menilai pengetahuan umum masyatakait Merek bersangkutan.
Lebih lanjut, reputasi merek tersebut juga dipekbat Ketentuan-ketentuan ini sesuai
dengan Penjelasdasal2l ayat (1) hurufb UU MIG sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) hurufb:

“PenolakanPermohonan yang mempunyai persmaan pada pokokiayakaseluruhan

dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk baradgn/atau jasa yang sejenis
dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umunyarsst mengenai merek
tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Di sagfu, diperhatikan pula reputasi
Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yammcgr dan besar-besaran,
investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukbeh pemiliknya, dan disertai bukti
pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jightersebut belum dianggap
cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembgayay bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan menggkanal atau tidaknya Merek

yang menjadi dasar penolakan.

Oknum-oknum pemalsu dan peniru merek terkenal yagigdaftarkan merek dengan
maksud untuk menarik keuntungan dari kemiripan dangerek terkenal sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya dikualifikasi sebagaighon yang “beritikad tidak baik”,
hal mana menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UG BKnum tersebut adalah
Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mgaekremiliki niat untuk meniru,
menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi &apngan usahanya menimbulkan
kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecahpaayesatkan konsumen.

Dalam UU MIG, pemohon yang “beritikad baik” tidakjeliskan sebagaimana
pemohon yang “beritikad tidak baik”. Namun menukbitnad M. Ramli dalam bukunya
yang berjudulHak atas KekayaanrIntellectual (HAKI), Teori DasarPerlindungan
RahasiaDagang disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad baikiadifikasikan
sebagai orang atau badan yang mengajukan permobendaftaran merek secara layak
dan jujur, dengan tidak berniat untuk memboncengnim, atau menjiplak ketenaran
merek pihak lain demi kepentingan pribadinya yaagad mengakibatkan munculnya

1181



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 4, 2023

kondisi persaingan curang agar mengecoh atau metkgeskonsumen untuk membeli
produknya®

Merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokaknsetelah dilakukan
pemeriksaan dapat dibatalkan, yang mana pembas&bunah merek sendiri adalah
tindakan meniadakan hak atas merek tertentu, dedifgrasnya ikatan antara produk
dengan produsennya perihal hak atas produksi, tekemberian izin kepada orang
lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalamekderujung pada tidak adanya
kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukuagi oleh negara. Untuk
pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukanpithetk yang memiliki kepentingan,
memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untukngejuannnya diajukan ke
pengadilan niaga untuk pembatalan merek dagarentart

Berdasarkan UU MIG, merek dibagi menjadi dua jeyagu merek dagang dan
merek jasa. Merek Dagang adalah merek yang dignngk@da barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa ceaatpdersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang-barang ségemigya. Selanjutnya adalah
Merek Jasa yaitu merek yang digunakan pada jasg diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau bakiam untuk membedakan
dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Kemudian dalam perkembangannya terdapat pengabaanyaitu Merek Kolektif.
Yang disebut sebagai Merek Kolektif adalah merekgyaligunakan pada barang
dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mangéat, ciri umum, dan mutu
barang atau jasa serta pengawasannya yang akadatjpagkan oleh beberapa orang
atau badan hukum secara bersama-sama untuk mermabedakgan barang dan/atau
jasa sejenis lainnya.

Disamping jenis merek diatas, terdapat klasifikaisinya berdasarkan kepada bentuk
merek, yaitu merelradisional danmerek nortradisional. Merek tradisional meliputi
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warndankombinasi dari unsur-
unsur tersebut. Sedangkan merek tadisional berbentuR dan/atau limensi,
memiliki suara, hologram, atau kombinagilari 2 ataulebih unsuttersebut. Berikut

adalah perbedaan dari metekdisional dan merekontradisional:

8 AhmadM. Ramli, Hak atasKekayaanintellectua! (HAKI), TeoriDasarPerlindungan Rahasia
Dagang (Bandung: MandarMaju, 2010), 24.
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MEREK TRADISIONAL MEREK NON TRADISIONAL

a. MerekGambar; a. MerekBentuk?2 (dua) Dimensi

dan/ataB (tiga) Dimensi;

b. MereklLogo; b. MerelSuara;

c. MerekNama,; c. MerelHologram; dan

d. MerekKata,; d. MerelKombinasidari 2 (dua) atau
e. MerekHuruf; lebih unsurdiatas.

f. MerekAngka; dan

Q

dariunsur-unsudiatas.

Merek Susuna'WarnadanKombinasi

Kelas-kelasharangdanjasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24iMah

1993 yangmerupakamamanatdari PasaB Undang-UndangNomor 19 Tahunl1992

Tentang Merek, hahi dikarenakarhingga kini belum ada PeraturarPemerintah

yang baru mengatur tentang kelas-kelas barang danjasa. Olehsebab ituuntuk

kelas-kelas barang dan jasa masih tetap berpedpatanPP Nomor 24 Tahun1993

Tentang KelasBarangatau Jas®agi Pendaftara:Merek.

Hak atas merek diperoleh dengan cara mendaftarkaars legal di pemerintah

sesuai dengan ketentuan di DJKI dan harus mentiikad baik didalamnya. Prosedur

pendaftaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a.

Q@

-~ 0o 2 0o T

PermohonaifLegal Application

Persyaratafrormal

Publikasi

Keberatardan Sanggahan

PemeriksaaBubtantif

PenolakamatauPenerimaan
BandingatasPenolakarberdasarkatundang-Undang

® Ahmadi Miru, Hukum Merek “Cara Mudah Mempelajari Undang-Undangerek, (Jakarta:PT.
RajaGrafindo Persada, 2005). 80.

1183



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 7 Nomor 4, 2023

UU MIG membedakan jenis pelanggaran merek dalan{dBa) kategori yang
termasuk ke dalam ketentuan pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan taalpaldngan menggunakan

merek yang sama pada keseluruhannya dengan mdielpitmak lain; dan

2. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan taalpaldngan menggunakan

merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdalita pihak lain.

Menurut ketentuan Pasal ayat (1) UU MIG, penolakan pendaftaran merek
diakibatkan oleh adanya persamaan pada pokoknyakateluruhan antara satu merek
dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebituldaiRahmi Janed dalam bukunya
yang berjudulHukumMerek Dalam Era Globalisasidan Integrasi Ekonomimengutip
M. YahyaHarahapyang menyatakan bahwa persamaan pada keselurutaah ad
persamaan seluruh elemen. Persamaan yang demiksami sdengan doktrientires
similar atau sama keseluruhan elen@n.

Cara mengetahui apakah suatu merek mempunyai peasapada pokoknya atau
tidak, merek dapat dibandingkan dengan merek lairsgcaraside-by-sidé’ Dengan
cara perbandingan tersebut, akan terlihat tampslaatu merek secara keseluruhan.
Sehingga apabila terdapat unsur—unsur yang menkidkamaamalam suatu merek,
pejabat yang berwenang dapat memberikan tindakawoladean pendaftaran merek
tersebut. Metode perbandingan ini juga dapat meihpttan adanya unsurad faith
atau itikad buruk dalam pendaftaran suatu merekgale melihateceptivelysimilarity
ataupersamaayang menipu® Yang dimaskud dengan persamaan yang menipu adalah
suatu merek dibuat seolah-olah sama persis seeagaja agar menyerupai dengan
merek terdaftar lain, sehingga menimbulkan pemahakepada masyarakat bahwa
produk dari merek peniru berasal dari pemilik meesk yang sama. Apabila suatu
merek memiliki persamaan yang substansial dengamekmain yang terdaftar lebih
dahulu, maka kedua merek tersebut dapat dikatakamiliki persamaan dan
pendafataran merek yang memiliki itikad buruk tbrdedapat ditolak atau merek

tersebut dapat dibatalkan.

10 Rahmi JanedHukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi &mi (Jakarta : PT Kharisma
Putra Utama, 2015), 180
! Henry SoelistyoBadfaith Dalam Hukum MerelCet.ll, (Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 201
144,
" Ibid.
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Bahwa dapat dikatakan suatu merek harus memilikbgoaan yang substansial
dengan merek lain yang sudah terdaftar, maksuddg&ala perbedaan yang menonjol
antara unsur-unsur merek satu dengan unsur-ungekna@nnya. Sehingga pendaftaran
merek yang tidak memiliki perbedaan yang substabsisdikasi memiliki itikad tidak
baik. Dengan adanya persamaan secara substansiplimaecara keseluruhan, maka
suatu merek merek dapat mendompleng ketenaran rfanela yang sudah lebih dulu
terdaftar agar penjualan barang-barang atau jadakydebih cepat. Menurut penjelasan
Pasal 20 UU MIG, sebuah merek dapat dikualifisotaki memiliki unsur yang
membedakan dengan merek lain atau tidak punya peg@eda jika merek tersebut
sangat sederhana dengan minimnya unsur yang adafeatalu rumit sehingga merek
tersebut menjadi tidak jelas. Sebuah merek bilan akdaftarkan harus memiliki daya
pembeda. Daya pembeda ini dapat diuji ketika peadaf, atau ketika dalam jangka
waktu perlindungan merek terdaftar melalui proseguembatalan dalam uji keabsahan
hak merek terdaftar atau ketika disinyalir adaakgidana merég

Berdasarkan persetujuan TRIPs, telah ditetapkawddtaris Convantion menjadi dasar
minimal pengaturan pelindungan merek yang harustdlp oleh negara anggota WTO

sebagaimana Article 1 Paragraph 3 dan Article 2PERebagai berikdf:

Article 1 paragraph (3) TRIPs:

Negara anggota (TRIPs) wajib memberikan perlakuangydiatur dalam perjanjian ini
kepada warga negara dari anggota lainnya. Dalam imalyang bersangkutan dengan Hak
Kekayaan Intelektual, warga negara dan anggota lauajib diperlakukan sebagai
peroroangan atau badan hukum yang memenuhi persyatmtuk memperoleh pelindungan
yang diatur dalam Konvensi Paris 1967.

Article2 TRIPs:

Sehubungan dengan Bab I, Ill, dan IV dari perjanjini (TRIPS), anggota wajib mematuhi
Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 19, dari Konyeass 1967. Tidak ada hal dalam Bab
| sampai IV dari Perjanjian ini yang akan mempeirkewajiban yang anggota miliki untuk

satu sama lain berdasarkan Konvesi Paris 1967.

13 i
Ibid., 146.
* Rahmi Jeneddukum Merek (Trademark Lawgik. Kesatu, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2085),
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Berdasarkan Article 15 perjanjian TRIPs, setiapdéaatau kombinasi dari tanda-tanda
disertai dengan contoh berupa nama, huruf-hurufnavavarna dan sebagainya. Namun
demikian, ketentuan itu tidak membatasi atau mgnpalindungan merek untuk tanda dalam
bentuk lain yang tidak tercantum dalam definissédut sepanjang memiliki daya pemb&ta.
Perlindungan merek terkenal telah diatur daRarmis Convention for the Protection of
Industrial Property (“Paris Convention”)dan juga dalarnthe Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS égment”) Pasal 6 bis ayat (Baris
Conventiormenyatakan:

“The countries of the Union undertake, ex officiehéir legislation so permits, or at the
request of an interested party, to refuse or tocehthe registration, and to prohibit the use,
of a trademark which constitutes a reproduction, iantation, or a translation, liable to
create confusion, of a mark considered by the coempeauthority of the country of
registration or use to be well known in that coyrds being already the mark of a person
entitled to the benefits of this Convention anddub® identical or similar goods. These
provisions shall also apply when the essential prthe mark constitutes a reproduction of
any such well-known mark or an imitation liable deeate confusion therewith{Negara-
negara Perhimpunan berjanji, ex officio jika undamglang mereka mengizinkan, atau atas
permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menatak membatalkan pendaftaran, dan
melarang penggunaan, merek dagang yang merupagesduési, tiruan, atau terjemahan,
yang dapat menimbulkan kebingungan, dari suatu kngaag dianggap oleh pejabat yang
berwenang dari negara pendaftaran atau pengguream tgrkenal di negara itu sebagai
merek yang telah dimiliki oleh seseorang yang Herbtas manfaat Konvensi ini dan
digunakan untuk tujuan yang identik atau barangimer Ketentuan-ketentuan ini juga
berlaku apabila bagian penting dari merek tersetartupakan reproduksi dari merek terkenal
tersebut atau suatu tiruan yang dapat menimbulkbmgungan karenanya)
Pasal 20 UU MIG :
“Merek tidak dapat didaftar jika:

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan pdeng-undangan, moralitas,

agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

® D. Gervais, the TRPIsAgreement: DraftingHistory and Analysis 2" edition, (London: Swea&
Maxwell, 2003), 167.
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b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menysbang dan/atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakantgrasal, kualitas, jenis,
ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atasa jyang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanayamg dilindungi untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis;

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kuahtamnfaat, atau khasiat dari
barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik urhum.

Merek yang termasuk dalam kategori tidak bisa didkin menurut Pasal 20 UU MIG
tersebut diatas adalah merek tanpa memiliki dayabpea. Hal ini karena pendaftaran
suatu merek berkaitan erat dengan monopoli ataskntersebut beserta nama atau simbol
dalam segala bentuknya kepada para Pemilik merelg yardaftar. Sehingga daya
pembeda tersebut yang mana melekat pada suatu mmemelpakan syarat utama agar
merek tersebut dapat didaftarkan. Apabila terdapasiur-unsur sebagaimana ketentuan
Pasal 20 UU MIG diatas, maka permohonan merekhats#apat ditolak sesuai dengan
ketentuan Pasal 21 UU MIG sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) UU MIG :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyasgeaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkarbile dahulu oleh pihak lain

untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang damiajasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang damfatjasa tidak sejenis yang

memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.
Pasal 21 ayat (2) UU MIG :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
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a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nanaag terkenal, foto, atau
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecws#is persetujuan tertulis dari

yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkai@ma, bendera, lambang
atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembagaional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulisigahak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau capuaséempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, &leatas persetujuan tertulis

dari pihak yang berwenang.

Status merek terkenal harus memenuhi kriteria setvegna yang telakermuat dalam
Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67ufaR016 tentang Pendaftaran
Merek (Permenkumham 67/2016) yaitu:

Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadal terdest;
Volume penjualan dan pendapatan dari penggunaagkrtezkait;
Penguasaan pangsa pasar oleh merek terkait;

Jangkauan daerah penggunaan Merek;

Jangka waktu penggunaan Merek;

Nilai investasi dalam promosi Merek serta interssije;

Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Meredgara lain;

Penegakan hukum di bidang merek khususnya menakia; atau

© © N o a0 A~ wWwDNPRE

Reputasi dan jaminan kualitas barang dan/ataud@sanerek terkait.

Untuk mengetahui pengertian dari merek terkenaiy kiapat mengacu kepada
panduan yang telah dikeluarkan oleh WIPO mengemaiinmbangan-pertimbangan
terkenalnya suatu merek atau tidak sebagai befikut:

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan publik mengesigk tersebut.

2. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunarek.

16 Achmad Zen Umar Purba,Hak Kekayaan IntelektualPasca TRIPs,(Bandung: PT Alumni, 2005), 73-

74.
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3. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari promestk termasuk pengiklanan
dari publisitas serta presentasi pada pameranbadaang-barang atau jasa atas
merek tersebut.

4. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftarang ymerefleksikan
penggunaan atau pengakuan merek.

5. Pencatatan dari penegak hukum atas keberhasilaekrsampai merek tersebut
diakui sebagai merek terkenal.

6. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungamerek terkenal di Indonesiamenganut prinsigfirst to
file, di mana merek dilindungi jika teldbrdaftar dalam daftarumum merek, pengaturan
perlindungan merek dilakukan dengan garaventifdar represif. Perlindungan hukum
preventif diberikan dengan cargpendaftaranmerek dan Perlindungaepresifdiberikan
dengan pembatalan pendaftaran merek oleh penga8udeain itu juga untuk merek terkenal
meskipun belum terdaftar dalam daftamum merek harus tetap dilindungi, hal isesuai
dengan Pasal 16 TRIPs dan Pasd bis KonvensiParis. Sehingga merek yang didaftarkan
dengan itikad tidak baik, yang mana mempunyai kesaimpada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan merek terkenal harus dimktk Kantor Merek, untuknencegah
terjadinyapelanggaraimerek dan memberikakepastiarhukum bagi pemilik merek

terkenal.
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